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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang signifikan secara global,

baik di negara maju maupun negara berkembang, karena ketidakpatuhan menyebabkan
keingi untuk menghindari pajak, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan
pajak.%patuhan wajib pajak mengacu pada keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh
kewajiban perpajakannya dan menggunakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan
wajib pajak yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu
pada ketaatanmfajib pajak terhadap peraturan perpajakan dengan menyampaikan
pemberitahuan pajak pen@ilan, meskipun tidak benar. Surat pemberitahuan (SPT) pajak
penghasilan di sampaikan sebelum tanggal 31 maret (Safri Nurmantu, 2003). Selain itu, yang
di maksud dengan kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak memperhatikan
kebenaran sebenarnya dari isi pemberitahuan pajak penghasilan (SPT). (Safri Nurmantu,

2003:148)

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak men@'uskan wajib pajak untuk secara aktif
memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sistem perpajakan yang berlaku adm sistem
self-assessment, dimana seluruh kewajiban perpajakan ditentukan dan dipenuhi oleh wajib
pajak (siti kurnia rahayu, 2010). Dalam kondisi perpajakan yang memerlukan peran serta
aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya, diperlukan kepatuh@ggwajib pajak
yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam memberikan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh
wajib pajak itu sendiri, sehingga ketentuan ini sangat diperlukan dalam sistem penilaian
independen. dengan tujuan penerimaan pajak yang optimal. Faktor utama efektivitas
penerapan sistem self-assessment adalah adanya pajak (siti kurnia rahayu, 2017:192).

Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa sistem pembayaran pajak yang di nyatakan
sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah
PPjak yang mereka bayar. Ketika sistem pembayaran pajak yang dinyatakan di perkenalkan,
wajib pajak menji lebih patuh secara fundamenal dalam memenuhi hak dan kewajiban
mereka di bawah undang-undang dan peraturan perpajakan. Sistem pembayaran pajak yang
dinyatakan membuat wajib pajak bertanggung jawab untuk secara sukarela menyatakan dan
membayar kewajiban pajak mereka di ba ndang-undang perpajakan, dengan hasil bahwa
wajib pajak akan dikenakan sanksi jika mereka bertindak dengan cara yang tidak sesuai

dengan otoritas pajak (Hamid, 2013)
Kepatuhan wajib pajak dapat di indetifikasi dari kepatuhan dalam pendaftaran wajib

pajak itu sendiri, dalam pemberitahuan (SPT), dalam rekening dan dalam pembayaran
tunggakan. Hal ini sangat pentng untuk di angkat karena ketidakpatuhan dapat simulutan
menimbulkan pengindaran pajak, penggelapan pajak, dan penghidaran pajak yang
mengurangi penyetoran dana pajak ke kas negara.




Pcrmaslah@ialam pemenuhan kewajiban perpajakan di indonesia adalah kepatuhan
wajib pajak, jika wajib pajak tidak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya, maka
akan berdampak buruk bagi negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Aryanto Dkk,
2020). Upemmemaksimalkan pajak yang seharusnya tidak hanya mengandalkan peran DJP
dan fiskus saja, tetapi juga peran aktif dari ﬁb pajak. Pengenalan sistem deklarasi pajak
telah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada wajib pajak untuk menghit jumlah
pajak yang terutang. Dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan ada wajib pajak yang
menghitung pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kepatuhan wajib pajak dapat di ukur dengan memahami mua ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,
membayar pajak pada waktu yang tepat, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas serta
melaporkan pembayaran pajak tepat waktu, mcnaut Hardiningsih (2011) dalam (Richadson,
2006). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak sangat thing untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan. Hal ini berarti jika wajib pajak memahami konsep dasar

perpajakan, mereka lebih bersedia untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang beralaku.
Kepatuhan pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai tindakan

prosedural dan administratif (Rogers-Glabush, 201P0tensi penerimaan pajak yang tinggi
untuk membiayai keuangan negara membutuhkan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib
pajak dapat ditunjukkan dengan adanya pengetahuan dan pemahaman yang Ctm'.) yang
melekat pada diri seseorang atau organisasi dalam bentuk perilaku gffkap dan pemikiran
untuk mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak

untuk mematuhi peraturan perpajakan (Andreoni et al., 1998).
5
Kepatuhan perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak tetapi juga

pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan
perpajakan dengan memecahkan permasalahan yang biasa dihadapi wajib pajak terkait tata
cara pelaporan, pengisian formulir pajak, dan penghitungan kewajiban perpajakan.
Merupakan tanggung jawabﬁiskus untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan
menyelesaikan permasalahan yang sering dihadapi waja pajak, seperti tata cara pengajuan,
pengisian formulir pajak, dan penghitunganﬁewajiban pajak. Hal ini didukung oleh Jatmiko
(2006), Alm dkk. Kami mendukung Anda. (2010) dan Alabede dkk. (2011) yang menemukan
bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Meratnya sanksi perpajakan juga sangat membantu dalam memberikan efek jera bagi
wajib pajak yang tidak membzair pajaknya. Dalam hal ini, jika seseorang mempunyai
penghasilan di atas PKP namun tidak memiliki NPWP atau tidak patuh pajak, maka sanksi
pajak yang berat menjadi pilihan. Jika sanksi yang dijat n sangat tinggi maka masyarakat
akan memikirkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, ksi perpajakan yang tegas juga

diperlukan dalam penerapan kepatuhan bagi wajib pajak itu sendiri.
Saat ini masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak membayar pajak. Meski

banyak masyarakat Indonesia yang taat, namun banyak yang menganggap membayar pajak
kepada negara merugikan, apalagi jumlah pajak yang belum dibayar sangat tinggi. Hal




tersebut harus mencakup sosialisasi pelayanan perpajakan, pengetahuan perpajakan dan
sanksi perpajakan yang tegas terkait kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk mengetahui betapa pentingnya pendapatan negara, maka kita sangat
membutuhkan pengetahuan masyarakat tentang pajak untuk membantu lasyarakat
memahami mengapa pajak dibayar dan betapa pentingnya pajak bagi pemerintah. Dalam hal
ini, wajib pajak juga bisa belajar betapa pentingnya kepatuhan pajak bagi negara.
Pembayaran pajak sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan suatu negara.
Oleh karena itu, membayar pajak sangat bermanfaat bagi negara.

masalah kepatuhan wajib pajak yang dialami PT. Arken Ehowu Putra Motor saat ini
terkait dalam menghitung pajak, membayar pajak dan melapor pajak. Terkadang dalam
membayar pajak tidak tepat waktu sesuai batas pembayaran dan juga termasuk dalam hal
pelaporan pajak terkadang terlambat tidak ssesuai batas waktu yang telah ditentukan. Dan hal
ini kedepannya dapat berdampak buruk bagi perusahaan jika ada temuan dari kantor pajak
terkait dalam kepatuhan wajib pajak.

12  Perumusan Masalah
Bagaimana wajb pajak badan pada peraturan perundang-undangan perpajakan
berdasarkan PMK No. 136 tahun 20237
13  Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui ketentuan wajib pajak badan pada peraturan perundang-undangan
pajakan berdaasarkan PMK No. 136 tahun 2023.
14  Manfaat Penelitian
Setiap penelitian di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya
maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini
adalah:
1. Manfaat Akademik
Sebagai bahan referensi lebih lanjut hal yang berkaitan dengan kepatuhan
wajib pajak, selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
hal tersebut, serta di perolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.
2. Mantaat Teoritis
a. Penelitian diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan ilmu
pengetahuan.
b. Untuk menambah koleksi ilmu pengetahuan mahasiswa lain sebagai
acuan untuk penelitian berikutnya.
c. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama magr)
perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di
lapangan.
3. Manfaat Praktis
Sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan
mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pcalaman tentang
peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan saksi pajak yang mempengaruhi
04 kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi.
15  Metode Penelitian




151 Jenis Penelitiﬂ
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah
metode berbasis filosofi yang digunakan untuk menyelidiki kondisi ilmiah
(eksperimen) yang menekankan pentingnya penelitian, pengumpulan data kualitatif,
teknik analisis sebagai alatnya. (Sugiyono, 2018: 213)
152 Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data @'ﬂberikan data
langsung kepada pengumpul data. Informasi tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti dari
s@er asli atau tempat dilakukannya subjek penelitian (Sugiyono, 2018: 456).
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan pendekatan yang paling strategis dalam
penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui
metode pengumpulan data, penelitian tindakan memperoleh data yang memenuhi
standar data yang telah ditetaan. Selain itu jika kita melihat dari cara atau metode
pengumpulan datanya, maka metode pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:.
a. Observasi
(Paton Purwandri, 2016) mencatat bahwa observasi merupakan metode
pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Agar data
menjadi akurat dan berguna, peneliti harus dilatih dengan baik, dipersiapkan
dengan baik, dan dipersiapkan dengan baik..
b. Wawancara
Wawancara adalah situasi sosial antara dua orang ketika pikiran mengajukan
pertanyaan yang melibatkan dua orang untuk memberikan jawaban yang
berbeda berdasarkan topik penelitian (Hardani, 2019: 137)..
c. Dokumentasi
Teks merupakan catatan peristiwa masa lalu. Teks dapat berupa tulisan,
tulisan, atau sejarah. Dokumen yang dimasukkan dalam penelitian ini
merupakan referensi langsung terhadap data perusahaan seperti data
penjualan, sejarah dan struktur organisasi. (Sugyono, 2018:240).
4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara pengumpulan data secara sistematis untuk
memudahkan penelitian dalam menarik kesimpulan. Analisis data menurut Bodga i
Sugiyono adalah suatu cara mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang
diperoleh dari wawancara, [Erywancara lapangan dan lain-lain agar mudah dipahami
dan dijadikan temuan oleh orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu

analisis berdasarkan data yang dikumpulkan..
Menurut (B. Miles dan Huberman, 2014: 1), ada tiga bidang pekerjaan sekali aitu

reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan. Rincian ketiga pendekatan tersebut
adalah sebagai berikut:.

a. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah proses
memperkuat, mengklasifikasikan, mengorganisasikan, menghilangkan yang

4




tidak perlu, mengorganisasikan data guna mengambil dan memvalidasi
utusan akhir. Mereduksi data penelitian dengan menggunakan sistem

kualitatif dapat disederhanakan dan dimodifikasi dengan banyak cara, antara

lain: dengan seleksi yang cermat, pengelompokan dengan sampel yang umum,
lain-lain..

b. Penyajian Data
Miles dan Huberman mendefinisikan presentasi sebagai kumpulan informasi
terstruktur yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan. Mereka
percaya bahwa penyajian yang lebih baik adalah kunci analisis kualitatif yang
valid, yang meliputi: berbagai matriks, grafik, jaringan dan diagram.
Semuanya dirancang untuk menyatukan infoasi dengan cara yang jelas dan
sederhana. Dengan begitu, analis dapat melihat apa yang terjadi dan
memutuskan apakah akan mengambil keputusan yang tepat atau melanjutkan
analisis berdasarkan apa yang menurut pelanggan mungkin berguna..

c. Penarikan Kesimpulan

Keputusan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari proses
konfigurasi keseluruhan. Keputusan itu juga dikonfirmasi selama penelitian.
Verifikasi bisa sama kuat dan kuatnya dengan ide yang terlintas di benak
analis (peneliti) saat menulis, tinjauan literatur, atau sesuatu yang sama kuat
dan kuatnya - kemampuan untuk memeriksa dan bertukar ide antar mitra
untuk memastikan kesepakatan bgggama. atau upaya untuk mengadaptasi
keluaran atau temuan ke perangkat lain. Singkatnya, metode yang berasal dari
data lain harus diuji keandalannya, ketahanannya, dan keakuratannya, yaitu
validasi. Keputusan akhir tidak hanya diambil pada saat pengumpulan data,
namun harus diverifikasi sebelum penghitungansebenarnya.







BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewajiban Perpajakan

(Jayanto, 2010) Kewajiban ajib Pajak adalah memenuhi kewajilm perpajakannya
agar wajib pajak ikut serta dalam pembangunan saat ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan 192/PMK. 03/2007 28 Desember 2007 Wajib Pajak harus memenuhi kriteria
tertentu untuk dapat menjadi Wajib Pajak,tu wajib menyampaikan pemberitahuan tepat
waktu, agar tidak perlu membayar kembali pajak untuk semua jenis pajak, laporan keuangan
diperiksa oleh Badan Pajak. akuntan publik. Departemen atau pemerintah merupakan badan
pengelola keuangan dan tidak dihukum karena melakukan kejahatan perpajakan (Manurung
H,2019).

Menurut Widayanti CB Nurlis dalam Nurlaela (2013:92) menyatakan bah\maktor-

faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan adalah sebagai berikut:.

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban Anda sebagai wajib pajak.
Dengan kata lain, wajib pajak akan memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya
apabila mengetah@ilan memahami kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.

2. Untuk mematuhi NPWP, sebagai salah satu cara untuk mempe h administrasi
perpajakan, wajib pajak yang telah menerima penghasilan harus mendaftarkan diri
untuk mendapatkan kredit pajak.

3. Pengetahuan dan pemahamawajib pajak yang mengetahui dan memahami sanksi
perpajakan terlebih dahulu akan lebih patuh dan patuh dalam memenuhi kewajiban
pajaknya, karena mereka mengetahu@n memahami bahwa akan dikenakan sanksi
jika melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini secara otomatis mendorong wajib pajak

untuk memenuhi kewajibannya secara efektif ..

4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP dan tarif pajak. Wajib Pajak yang
mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku dapat menghitung pajak dengan
tepat dan adil.

5. ajib Pajak mengetahui dan mengetahui peraturan perpajakan yang telah diterbitkan
dan dilaksanakan oleh KPP.

6. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang dihasilkan dari
edukasi perpajakan yang dilakukan oleh merek.

se#nurut Nasution (2003:62). Pengakuan wajib pajak adalah tipe wajib pajak yang
transparan dan bersedia memenai pajaknya serta mengungkapkan seluruh penghasilannya
tanpa menyembunyikan apa pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wayjib Pajak mempunyai banyak kewajiban, antara lain:

1. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak




Pelaporan sebagai perantara pajak
Pendaftaran dan pencatatan transaksi
Penyimpanan data dan dokumen transaksi
Penghitungan Pajak
Pemotongan pajak
Pemungutan pajak
Memperoleh potongan atau bukti pemungutan
. Pembayaran pajak

10. Laporan pajak

11. Dokumen pinjaman selama pemeriksaan pajak.
2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

I R

Tanggung jawab wajib pajak merupakan hal yang nting bagi semua pemerintahan
di dunia, terutama bagi otoritas pajak. Penelitian mengenai kepatuhan pajak berkembang
sangat pesat. aoritas pajak di seluruh dunia fokus pada penegakan kebijakan, meskipun
mereka masih menggunakan perangkat hukum dan peraturan untuk menjaga kepatuhan pajak.
Asumsinya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (voluntary compliance) merupakan
tulang punggung penerapan sistem perpajakan. \N.

Menurut Simon (2003) dalam Harinordin (2009), kepatuhan wajib pajak berarti wajib
pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan harus
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa perlu
dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan, klarifikasi (intervensi manajemen), peringatan,
ancaman serta penerapan sanksi dan manajemen yang sah. Kesediaan wajib pajak untuk
mematuhi pajaknya akan ningkatkan pendapatan pemerintah dan meningkatkan
pemungutan pajak (Normanto, 2007) dalam Rahayu (20010). \N.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Rahayu (2010), kepatuhan wajib pajak dapat
dipisahkan dari kepatuhan wajib pajak dalﬂl registrasi atau kepatuhan dalam mengirimkan
pesan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang sesuai dan kepatuhan
dalam berhutang. Erard dan Feinstin (1994) dalam Rahayu (2010), menggunakan teori
psikologis terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu rasa bersalah dan malu, persepsi wajib pajak
terhadap kewajaran dan keadilan beban perpajakan, dan manfaat kepuasan terhadap
pelayanan publik.

Menurut Roth dkk. (1378py®alam Hamid (1392) kepatuhan perpajakan adalah
pelaksanaan dan pelaporan seluruh hak kewajiban perpajakan secara tepat waktu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Crane dan Matten (2007)
dalam Hameed (2013), tujuan g@@ib pajak adalah proses pengambilan keputusan untuk
memilih apakah akan mematuhi turan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Kriteria Vmb Pajak
Gunaidin, 2005) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dianggap sebagai Wajib Pajak
bekerja apabila mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:.




1. Pastikan untuk mengirim bulctinangan kata lain, laporan tahunan 3 tahun terakhir
harus disampaikan dengan benar, yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak..

2. Tidak ada pajak balik untuk semua jenis pajak, kecuali wajib pajak yang telah
menerima tunjangan pengangguran atau pembayaran pajak tangguhan.

3. Apabila tidak terdapat permasalahan mengenai jumlah bea.ng dalam rekening yang
disajikan, maka rekening tersebut sebaiknya direview oleh akuntan publik atau
otoritas pengendalian keuangan pemerintah dengan opini tidak bias yang dikeluarkan
oleh auditor. 45
Tidak pemah dihukum karena melakukan pelanggaran perpajakan dalam waktu
sepuluh (10) tahun terakhir.

24 Kriteria Wajib Pajak
Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (Faisal, 2019):

1. ggtcm penilaian resmi, yaitu sistem pemungutan yang memberikan tanggung jawab
kepada pemerintah (FICO) untuk menentukan pajak yang harus dibayar oleh wajib
pajak.

2. Sistem self-assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang
memungkinkan wajib pajak untuk mengelola pajak yang terutang.

3. Sistem pemotongan pajak adalah suatu sistem pemungu@ pajak yang melimpahkan
tanggung jawab penetapan jumlah terutang wajib pajak kepada pihak ketiga (bukan
m(us, melainkan wajib pajak itu sendiri). Fungsi sistem pemungutan pajak adalah:
Tanggung jawab untuk menentukan pajak yang tepat terletak pada pihak ketiga selain
fiskus dan wajib pajak..

2.5 Pemahaman Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak penting bagi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab
perpajakannya, karena kuangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan Undang-
Undang Pajak membuat wajib pajak merasa tidak mempunyai ajiban untuk membayar
pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan konstruk atau metode yang digunakan wajib pajak
untuk memahami, memahami dan memahami informasi perpajakan (Hafsah, 2012).

Kesadaran wajib pajak berarti mempelajari dan mem%an@ecara menyeluruh
peraturan perundang-undangan perpajakan (KUP) secara umum sebagai wajib pajak.
Menurut Hazmi, Sohendro dan Devi (2020:29), sosialisasi atau konsultasi dilaktal untuk
menyadarkan masyarakat atau wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, seperti membayar
pajak. Sedangkan menurut Pohan (2016:547), wajib pajak yang tidak mengetahui undang-
undang perpajakan terjerumus ke dalam perangkap kesalahpahaman, dan kegpgusan wajib
pajak untuk menghindari pajak maka undang-undang perpajakan dilanggar.Ada beberapa
indikator untuk mengukur pemahaman wajib pajak:

1. Mengetahui peraturan perpajakan.
2. Transparansi harga.




Ha2: Perspektif wajib pajak berpengaruh positif terhadap undang-undang perpajakan orang
pribadi.

2.6 Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia No. 136 Tahun 2023

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang Menteri Keuangan Nomor

112/PMK.03/2022 tentang Kredit Pajak bagi Wajib Pajak, Badan Pembayar Pajak, dan Wajib
Pajak pada Organisasi Pemerintah..

enimbang

a. untuk mendukung pelaksanaan penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak
sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan penggunaan Nomor Pokok Wajib
Pajak yang berbentuk 16 (enam belas) digit, sistemfififigelolaan Kantor Umum
Pajak. masalah dan sebagainya. Para pihak wajib menggunakan nomor induk
ional sebagai nomor identifikasi dan menggunakan nomor induk pembayar
dengan format 16 (enam belas digit)..

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK .03/2022 tentang Nomor Pokok
Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib
Pajak Federal yang tidak memenuhi persyaratan perubahan sebagaimana
dimaksud pada huruf A perlu dilakukan penyesuaian..

c. berdasarkan pemikiran-pemikiran yang cBertimbangkan pada bagian a dan b,
serta pelaksanaan ketentuan-ketentuan ayat (2) ¢ ayat 44 Undang-undang
Nomor 6 vang disetujui pada tahun 1362 untuk Ketentuan Umum dan
EXBtentuan Perpajakan serta banyak perubahan undang-undang yang terkini. .
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Undang-
Undang Federal Penggantian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penciptaan LapangarfKerja yang Sah, perlu diatur oleh Menteri Keuangan
untuk diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK. .03/2022
tentang Undang-Undang Kredit Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi,
Pajak Badan, dan Pajak Federal..

Mengingat:

—

Ayat (3) Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK .01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor




118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK 03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib
Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMORI112/PMK 03/2022 TENTANG NOMOR POKOK
WAIIB PAJAK BAGI WAIJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN
WAIJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK .03 /2022 ten tang
Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib
Pajak Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 660)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1.) Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk menggunakan Nomor
Induk Kependudukan;dan

b. Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib
Pajak Instansi Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan
format 16 (enam belas) digit, sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk dan Wajib Pajak orang pribadi
bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Wajib Pajak
Warisan Belum Terbagi.

3.) Selain dipergunakan wuntuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya, Wajib Pajak juga menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan administrasi yang
diselenggarakan oleh pihak lain selain Direktorat Jenderal Pajak yang mensyaratkan
penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak.

4.) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk, Direktur Jenderal Pajak
memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan mengaktivasi Nomor Induk
Kependudukan:

a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
b. secarajabatan.

5.) Bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib
Pajak Instansi Pemerintah, Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak dengan format 16 (enam belas) digit:

a. berdasarkan permohonan pendaftaran Wajib Pajak; atau
b. secarajabatan.

6.) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas sampai dengan tanggal 30 Juni
2024.




2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, dan Pasal 6 ayat (2) serta ayat (3) dihapus sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

1.) Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk yang tidak melakukan
perubahan data atas data identitas dengan status belum valid sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, hanya dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak
dengan format 15 (lima belas) digit sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dalam
layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan
Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.) Dihapus.

3.) Dihapus.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

1.) Terhadap Wajib Pajak cabang yang telah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak
Cabang sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Direktur Jenderal Pajak
memberikan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha.

2.) Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak melalui:
laman Direktorat Jenderal Pajak;
alamat pos elektronik Wajib Pajak;
contact center Direktorat Jenderal Pajak dan/atau
saluran lainnya yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak.

3.) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai dengan tanggal
30 Juni 2024.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
1.) Terhadap Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak atau diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak secarajabatan sejak Peraturan
Menteri ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Direktur Jenderal
Pajak:

a. mengaktivasi Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak
dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas)
digit bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan Penduduk; atau

b. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit
bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan
Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan/ atau

c. memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dan Nomor Identitas Tempat
Kegiatan Usaha bagi Wajib Pajak cabang.

2.) Dalam hal layanan administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain belum dapat
menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit, Wajib
Pajak orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi




Pemerintah tetap dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15
(lima belas) digit untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

3.) Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16
(enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan
menghapuskan digit pertama berupa angka 0 (nol).

4.) Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

5.

digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sampai
dengan tanggal 30 Juni 2024.

Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1
(satu) ayat, yakni ayat {la) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11

1.) Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024:

(1A)

Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib
Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam
layanan administrasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pihak
lain;

Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha sebagai identitas
tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan; dan
pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan Nomor
Pokok Wajib Pajak harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor
Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas)
digit dalam layanan dimaksud.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang
merupakan orang pribadi Penduduk tidak dapat memanfaatkan layanan
administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain yang menggunakan Nomor
Pokok Wajib Pajak karena status data identitas belum padan dengan data
kependudukan, Wajib Pajak dimaksud tetap dapat memanfaatkan layanan
administrasi perpajakan dan administrasi pihak lain setelah melakukan perubahan
data dan terhadap data tersebut dilakukan pemadanan, yang menghasilkan data
identitas Wajib Pajak telah padan dengan data kependudukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

2.) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

layanan pencairan dana pemerintah;

layanan ekspor dan impor;

layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya;
layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha;
layanan administrasi pemerintahan selain

yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak; dan
layanan lain yang mensyaratkan penggunaan

Nomor Pokok Wajib Pajak.

3.) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan

perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain
berdasarkan pertimbangan kesiapan sistem administrasi pihak lain dimaksud.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah schingga berbunyi sebagai berikut:

7




Pasal 12

1.) Direktur Jenderal Pajak memberikan layanan kepada pihak lain yang masyaratkan
penggunaan Nomor Pokok Wajib Pajak, berupa pemadanan:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor
Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan
Penduduk;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dengan Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit bagi Wajib Pajak
orang pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi
Pemerintah; dan/ atau

¢. Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan
Usaha, dalam penyesuaian data Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor
Identitas Tempat Kegiatan Usaha dalam sistem administrasi pihak lain yang
terdampak.

2.) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain yang paling sedikit
memuat:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit, Nomor Pokok
Wayjib PajakCabang, dan/ atau Nomor IndukKependudukan;dan

b. nama Wajib Pajak.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pencantuman Nomor
Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dan terbit sebelum tanggal 1 Juli
2024, tetap berlaku dan tidak diperlukan pembetulan ataupun penggantian atas ketentuan
pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajakdengan format 15 (lima belas) digit.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian sejarah merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan
kemudian mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Pada bagian ini peneliti
mencatat berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan
dilakukan, kemudian menyimllkan apakah penelitian tersebut sudah dipublikasikan atau
belum. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang
penulis pelajari..

ahel 2.1 penelitian Terdahulu
_m Nama peneliti Judul Metode kaesimpulan
Guna, W.I., Amini, Kepatuhan Wajib kualitatif Penelitian ini
S.A., Firmansyah, A., | Pajak Badan Selama menyimpulkan
& Trisnawati, E. Era Pandemi Covid bahwa fasilitas
(2022) 19: Insentif Pajak, insentif PPh Pasal 21




Sosialisasi DTP tidak
Perpajakan dan berpengaruh terhadap
Kesadaran Wajib kepatuhan wajib
Pajak anaiak badan.
Patmasari, E., Pengaruh pelayanan, | Deskriptif kualitatif Pelayanan pajak
Trimurti, t., & sanksi, sistem tidak berpengaruh
Suhendro (2016) perpajakan, signifikan dan negatif
kesadaran wajib terhadap kepatuhan
pajak terhadap wajib pajak.
kepatuhan membayar
pajak bumi
Pujilestari, H., Peran kualitas kualitatif Sosialisasi
Humairo, M., pelayanan dalam perpajakan yang di
Amrie., Firmansyah kepatuhan wajib berikan oleh otoritas
& Estralita pajak orang pribadi: pajak di Indonesia
Trisnawati (2021) sosialisasi pajak dan dapat mendorong
sanksi pajak kepatuhan wajib
pajak orang pribadi
khusunya dokter
dengan penghasilan
independen.
Samira, L. (2015) Pengaruh kesadaran kualitatif Kesadaran wajib
wajib pajak, pajak, pelayanan
pelayanan fiskus dan fiskus dan sanksi
sanksi pajak terhadap pajak berpengaruh
kepatuhan wajib secara simultan
pajak terhadap kepatuhan
wajib pfEgk orang
pribadi dan badan
PPh (pajak
penghasilan) 21, 22,
23,24,25,26,PPN
(pajak pertambahan
nilai), PPnBM (pajak
penjualan barang
mewah) dan PBB
(pajak bumi dan
bangunan)
Hafsah & Ade Pemahaman  Wajib | deskriptif kualitatif Berdasarkan hasil
ra Khairani Pajak Usaha Mikro Analisis Pemahaman
(2023) Kecil Dan Menengah Wajib Pajak UMKM
(UMKM)  Tentang Tentang Kewajiban
Kewajiban UMKM di
Perpajakan UMKM Kecamatan Medan
Denai yang dibahas
sebelumnya, maka
dapat disimpulkan

bahwa Pemahaman
Wajib Pajak UMKM.




2.8 Kerangka Berpikir

PT.Arken Ehowu Putra
Motor

Kepatuhan wajib pajak

PMK No. 136 Tahun
2023

Kesimpulan

Kerangka berpikir di atas adalah menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak di PT. Arken
Ehowu Putra Motor
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BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Sejarah Perusahaan

PT Arken Ehowu Putra Motor bcmri pada tanggal 12 oktober 2022 dengan akta
notaris No 9 dan berdasarkan SK mentri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia
Nomor: AHU-0070589. AH. 01.01 Tahun 2022. yang berlokasi JL.Dipenogoro Bo. 447-A
Sifalaete Tobaloho, Gunungsitoli. Perusahaan ini bergerak dalam distribusi dealer sepeda
motor listrik merk GESITS dan memiliki 3 cabang anak perusahaan yaitu:

1. Showroom GESITS gunungsitoli
2. Showroom GESITS medan
3. Showroom GESTIS jambi

Perusgig@an ini di pimpin oleh seorang direktur dan komisaris. Semua saham yan
dikreluarkan perseroan adalah atas nama direktur. Yang boleh memiliki dan mempergunakan
atas saham hanyalah warga indonesia atau badan hukum indonesia dan bukti kepemiliki
saham dapat berupa surat saham.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah dimana terdapat suatu perusahaan atau organisasi baik
berdasarkan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan serta mempunyai wewenang dan
tanggung jawab tersendiri. Pemisahan tugas sangat diperlukan, dan tidak bisa ikut campur
dalam pekerjaan bisa jadi sangat sulit. Suatu bisnis atau organisasi menunjukkan hubungan
antara karyawan danalereka semua, yang berarti suatu keputusan, pengelompokan dan
serangkaian tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi yang
digunakan PT. Arken wu Putra Motor merupakan suatu struktur kepengurusan fungsional
yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang sejenis atau sejenis untuk membentuk suatu
rencana pengelolaan.

3.1.1 Bagan Struktur Organisasi
Struktur organisasi

PT Arken Ehowu Putra Motor
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Sumber : Dok. PT. Arken Ehowu Putra Motor

Gambar 3.1.1 Struktur Organisasi PT. Arken Ehowu Putra Motor

3.1.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/Unit

Seluruh karyawan PT. Arken Ehowu Putra Motor mempunyai uraian tugas dan
wewenang untuk menentukan biaya dan jasa lainnya. Selain , karyawan bertanggung
jawab kepada manajer departemen, dan manajer departemen kepada pemilik perusahaan
(tugas dan tanggung jawab masing-masing departemen).

a. Direksi
Gambaran fungsional struktur organisasi pada PT. Arken Ehowu Putra Motor dapat
dijelaskan sebagai berikut, dewan merupakan tingkatan manajemen puncak yang
meliputi ketua, manajer umum, asisten manajer dan pengendalian internal, dia
bertanggung jawab untuk membimbing dan mengkoord'a@lsikan pelaksanaan
pekerjaan karyawan. . Dewan juga bertanggung jawab untuk membuat dan
melaksanakan program untuk mendukung pencapaian tujuan dalam hal penjualan
suku cadang, jasa, atau suku cadang. dfmmenjnjau kinerja konter penjualan,
penjualan langsung, dan tim penjualan setiap minggu..

b. HRD
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HRD (Human Resource Development) bertanggung jawab rnerenémakan dan
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di lingkungan departemen HRD, yang
meliputi:.

Rekrutmen dan seleksi karyawan

Merencanakan perubahan gaji karyawan

Pengangkatan dan pengajuan proposal gaji karyawan

Pembuatan kontrak kerja karyawan

Penempatan dan training karyawan baru

Mengawasi pelaksanaan kerja bawahan di departemen HRD
Penyusunan job desripsi dan struktur organisasi

B EEEEE

c. Kasir
a. Membuka kas
b. Menerima uang setoran hasil penjualan sepeda motor
c. Melakukan pembayaran sesuai dengan slip setoran yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang
d. Membukukan pemasukan dan pengeluaran kas ke perusahaan
e. Mengelola arsip dan dokumen yang berkaitan dengan kasir
f. Bertugas sebagai bendahara perusahaan

d. Sales oation
a. Membuka kas
b. Menerima uang setoran hasil penjualan sepeda motor
c. Melakukan pembayaran sesuai dengan slip setoran yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
d. Membukukan pemasukan dan pengeluaran kas ke perusahaan
e. Mengelola arsip dan dokumen yang berkaitan dengan kasir
f. rtugas sebagai bendahara perusahaan
g. Membuat laporan pengeluaran dan penerimaan sepeda motor
h. Mencapai target penjualan sepeda motor baik unit maupun tipe

e. Sales counter

a. Membentuk kepercayaan pelanggan terhadap performance perusahaan dan
kualitas unit sepeda motor yang akan dijual.

b. Menebak kebutuhan pelanggan dan membantu memilihkan unit sepeda motor
yang sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen.

c. Menjawab pertanyaan pelanggan dan melayani complain dari konsumen
dengan baik.

d. Menginformasikan kualitas unit sepeda motor sampai dengan cara
perawatannya kepada pelanggan.

f. kepala spare part (suku cadang)
a. Memeriksa stock persediaan spare part yang tersedia digudang
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b. Membuat laporan pemesanan suku cadang kepada suplayer

g. Gudang
a. Membuat laporan barang keluar setiap hari
b. Mengecek penerimaan dan pengeluaran sepeda motor
¢. Mempersiapkan sepeda motor yang akan dikirim

h. Kepala Mekanik
a. Bertanggung jawab atas hasil kerja mekanik.
b. Bertanggung jawab terhadap follow up problem teknik yang timbul.
c. Membina jajaran stafnya untuk mencapai standar kualifikasi jabatannya.

i. Mekanik
a. Bertanggung jawab terhadap problem teknik yang timbul dan mengikut
training yang berkaitan dengan pekerjaannya.
b. Bertanggung jawab atas kualitas hasil kerjanya.

j- Driver
a. Memeriksa kondisi dan mempersiapkan kendaraan sebelum digunakan.
b. Menerima informasi dari staf mengenai jadwal kegiatan driver.
c. Mengirim sepeda motor konsumen yang sudah dipesan.

k. PDI
a. Mengecek kondisi sepeda motor sebelum dikirim kepada konsumen.
b. Memasang dan memeriksa suku cadang yang dipasang disepeda motor.

1. Security
a. Menjaga keamanan didalam perusahaan secara menyeluruh.
b. Melaksanakan tugas sesuai dengan penempatan fugas masing- masing.
¢. Memeriksa setiap kendaraan yang keluar masuk perusahaan.

3.3 Bidan Usaha/kegunaan Usaha

PT. Arken Ehowu Putra Motor merupakan kantor pusat dan dealer otomotif yang
membawahi beberapa dealer resmi sepeda motor Gesits yang ada di Bandar Lampung.
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT. Arken Ehowu Putra Motor bergerak dalam
bidang usaha :

1. Blistributor resmi spare part motor Gesits

2. Distributor Sepeda Motor Gesits, penjualan sepeda motor Gesits secara tunai
dan penjualan sepeda motor Gesits secara kredit melalui kerja sama dengan

pihak leasing.

3. Jasa service dan pembengkelan resmi khusus motor Gesits

a. Ganti Oli
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b. Service Motor
c. Body Repair

3.4 Pembahasan
3.1.1 Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban
perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan

Tanggung jawab perpﬁkan PT Arken Ehowu Putra Motors sebagai perusahaan baru
dimulai dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang kemudian diperlukan
untuk menghitung, membayar dan menyetorkan pajak penghasilan. Tak hanya itu,
perusahaan baru yang telah memenuhi syarat sebagai pedagang pajak (PKP) harus

tersertifikasi sebagai PKP..
1. Di mulainya kewajiban perpajakan perusahaan baru mendaftarkan NPWP

Individual NPWP is a NPWP owned by an individual who has met the subjective and
objective requirements. These rcquiremegs are the requirements for making an NPWP for
individuals. Subjective requirements are as regulated in Law Number 36 of 2008 ¢ rning
Income Tax (PPh) which discusses subjects and non-subjects of tax. Then the objective
requirements are the requirements for tax subjects who receive or obtain income or are
required to make deductions/collections in accordance with the provisions of the PPh Law.
PT Arken Ehowu Putra Motor began registering NPWP at the Sibolga Pratama Tax Service
Office on October 12,2022, while every entity, both business entities and non-profit entities,
is required to have a corporate NPWP. However, an entity is not obliged to make an NPWP if
the entity is presentative office of a foreign country and an international organization as
stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 156/PMK .010/2015 which discusses
the determination of national international organizations that are not tax subjects..

Sesuai  peraturan  Kementerian Eeuangan Republik  Indonesia  Nomor
147/PMK.03/2017, pendaftaran NPWP dilakukan pada saat:.

a. Wajib pajak badan usaha mendaftarkan NPWP setelah 1 bulan setelah pendirian.

b. Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau wiraswasta wajib mendaftar dalam waktu
Patu bulan setelah memulai usaha atau wirausaha.

¢. Wajib Pajak yang mempunyai kegiatan usaha di beberapa lokasi wajib mendaftarkan
NPWP paling lambat 1 bulan setelah kegiatan usaha Wajib Pajak dimulai di lokasi

usaha.

d. Wajib Pajak yang tidak melakuk aha atau wirausaha, setelah menentukan
penghasilan kena pajak sama ataMih besar dari penghasilan tidak kena pajak, wajib
mendaftar pada akhir bulan berikutnya.

2. Di mulai kewajiban perpajakan baru bagi perusahaan dengan menghitung, membayar,
dan melaporkan pajak
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Setelah menerima NPWP, wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan
pajak penghasilan (PPh) tahunan. Berikutnya, selain kewajiban pajak tahunan, perlu Anda
ketahui bahwa semua wajib pajak badan wajib melaporkan SPT setiap kali dituangkan dalam
surat tanda terdaftar (SKT) pada pendaftaran NPWP pertama kali. Surat SKT menjelaskan
jenis SPT sctiap kali perusahaan baru menerbitkannya. Mengenai kewajiban perpajakan PT.
Nama Ark Ehowu Putra Motor :

PPh Pasal 25
PPh Pasal 25 OP Penghasilan Tertentu
PPh Pasal 29
Final
PPh Pasal 4 ayat 2
PPh Pasal 15
PPh Pasal 19
PPh Pasal 21
PPh Pasal 22
. PPh Pasal 23
. PPh Pasal 26
. PPN Kegiatan Membangun Sendiri
. PPN dan PPnBM

Wk R -

—
_— O

—_—
LW 2

3. Dimulainya pembayaran pajak untuk perusahaan baru sebagai PKP akan di kofirmasi

Pelaku usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Jak sesuai dengan Undang-
Undang PPN, kecuali usaha mikro yang wilayahnya telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
wajib menunjukkan kegiatannya untuk dapat disahkan sebagai PKP. Dalam ini investor
besar yang dimaksud adalah pengusaha dengan omzet tahunan lebih dari Rp 4.8 miliar.
Kewajiban mendaftarkan suatu usaha untuk mendapat persetujuan sebagai PKP dilakukan
pada akhir bulan berikutnya pada bulan dimana peredaran bruto dan/atau penghasilan bruto
melebihi batas bagi pedagang kecil yang luasnya ditentukan oleh perseroan. Menteri
Keuangan PT. Arken Ehowu Putra Motor telah disetujui sebagai Kontraktor Taksi (PKP)

pada 12 Desember 2022.
3.1.2 Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya

Pajak adalah sumbangan resmi kepada pemerintah yang diwajibkan oleh undang-
undang dari seseorang atau badan, tm:a menerima pembayaran langsung, yang digunakan
untuk keperluan pemerintah demi kesejahteraan Eum rakyat. Oleh karena itu, semua
perusahaan yang mematuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) wajib membayar pajak..

1. Kendala Pajak Yang Dialami Perusahaan
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Namun, banyak permasalahan perpajakan yang dihadapi perusahaan ketika membayar
pajak perusahaan. Diantaranya adalah:

1. Kendala pajak pertama, lupa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Dikenakan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan. Saat ini subjek pajak badan adalah badan yang didirikzmtau berkedudukan di
Indonesia, kecuali badan pemerintah tertentu yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Susunannya menurut peraturan perundang-undangan.
2. Dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat, anggaran
dan belanja daerah.
3. Pendapatannya ada dalam anggaran negara atau dewan daerah.
kening tersebut dikelola oleh badan pemantauan kinerja pemerintah. Sebagai suatu
badan yang didirikan di Indonesia untuk memperoleh penghasilan, maka harus
didaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Saat ini, jika
suatu perusahaan tidak mendaftar untuk menerima NPWP, fiskus bisa menerbitkan
NPWP. Pajak harus dibayar secara resmi oleh otoritas pajak dan akan dihitung salpai
dengan 5 tahun sejak perusahaan memenuhi persyaratan proyek dan target. Tak hanya
itu, wajib pajak badan juga dikenakan denda administrasi atas keterlambatan

~

pembayaran pajak.

2. Kendala pajak kedua, tidak mengukuhkan diri sebagai PKP padahal omset sudah
melebihi Rp 4.8 miliar.
Serta lalai mendaftar NPWP, wajib pajak yang tidak menyatakan diri sebagai
Kontraktor Pajak (PKP) akan disertifikasi ke kantor dan pajaknya akan diayarkan ke kantor
sampai tahun 5 berlalu dan kemudian diputuskan. Sanksi administratif atas keterlambatan

pembayaran pajak.
3. Kendala pajak ketiga, tidak melakukan pelaporan pajak.

Pelaporan pajak wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Badan, apabila Wajib Pajak
terlambat melaporkan akan dipidana dengan denda administrasi sebesar 1.000.000 riel. Selain
itu, wajib pajak badan akan dikenakangganksi apabila tidak melaporkan pajak. Pajak harus
ditangani dengan baik oleh suatu perusahaan. Karena sewaktu-waktu fiskus dapat
memeriksanya, karena dokumen-dokumen tersebut tidak disusun sehingga tidak ada
dokumen yang dapat menunjukkan kebenarannya kepada pembayar.

4. endala pajak keempat, tidak melakukan pemungutan PPN atau terlambat menerbitkan
Faktur Pajak.

Perlu diketahui bahwa Wajib Pajak yang disetujui sebagai perantara pajak harus
menghitung, memungut, membayar dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PB*I) untuk
setiap transaksi dengan mitra usaha kena pajak. PKP harus mengetahui waktu yang tepat
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untuk menerbitkan faktur pajak, karena jika terlambat satu hari akan dikenakan denda
administrasi. Kredit pajak harus dibuat ketika:.

1. Penerimaan pembayaran apabila terjadi sebelum penyerahan BKP/JIKP.
2. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
3. Saat-saat yang memang sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

3.1.3 Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken
Ehowu Putra Motor sepenuhnya

Pada bagian huruf a tcmit PMK Nomor 136 Tahun 2023 disebutkan perlu adanya
penyesuaian dalam penerapan NIK sebagai NPWP dan penggunaan NPWP dalam format 16
digit. Penyesuaian dilakukan untuk menilai kesiapan sistem.

Untuk mendukung pelaksanaan penggunaan NIK sebagai NPWP dan penggunaan

NPWP dalam format 16 digit, maka sistem manajemen Departemen Pajak dan pihak lain
harus bersiap melakukan penyesuaian yang diperlukan selama periode penerapan. Bagian

terkait PMK no. 136 Tahun 2023.
Sesuai huruf b, pihaknya menilai PMK no. 136 Tahun 2023 tentang Kredit Pajak bagi
Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Badan Publik belum

memenuhi persyaratan adaptasi dalam surat tersebut sehingga perlu dilakukan perubahan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Sorio Otomo mengatakan penerapan penuh
penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi akan dilakukan bersamaan dengan
penerapan Coretax Management System (CTAS).

Seperti diberitakan sebelumnya, implementasi penuh yang harusnya terhitung sejak 1
januari 2024 berubah menjadi 1 juli 2024. Hal ini uai dengan pasal 11 PMK 112/2020
s.t.d.d PMK 136 2023. Sesuai dengan pasal tersebut. Terhitung sejak 1 juli 2024.

1. Wajib Pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dalam format 16 digit
dalam pelayanan administrasi yang diberikan oleh Direktur Perlindungan Pajak (DJP)
dan pihak lain.

2. Wajib Pajaknggunakan Nomor Induk Berusaha (NITKU) untuk mengidentifikasi
suatu tempat usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat tinggalnya.

3. Badan lain yang memberikan p@i@yanan administrasi termasuk NPWP wajib
menggunakan NIK sebagai NPWP NPWP dalam format 16 digit pada layanan
terkait..

Direktur Pajak atas nama Menteri Keuangan dapat memperpanjang batas waktu

tersebut kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan perangkat administrasi pihak lain
tersebut..
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3.14 Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan

oleh kantor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan
Sistem pemungutan pajak di Indonesia dikenal dengan sistem self-assessment. Sistem

self assesment mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan
pajak yang terutang secara individual. Karena pelaksanaan kewajiban perpajakan ditangani
secara individual, maka Direktur Pajak (DJP) sebagai otoritas pajak us melakukan
pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Salah satu bentuk
pengawasan yang dilakukan DJP adalah pengelolaan rekening pajak.

1. Kewenang JP dalam Melakukan Pemeriksaan

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

3. Kriteria Pemeriksaan Pengujian Kepatuhan

4. iteria Pemeriksaan Tujuan Lain

5 gis Pemeriksaan: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan
6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

1. Dasar Hukum dan Kewenangan DJP Melakukan Pemeriksaan Pajak

Menurut Bab 1 Pa 5 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(UU KUP), pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mengumpulkan dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti, secara bijaksana dan profesional. untuk menguji kepatuhan
terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain guna menegakkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan..
Kemampuan DJP dalam melakukan pﬁteriksaan dijamin dalam Pasal 29 ayat (1) UU

KUP. Pasal ini juga menjelaskan bahwa pemeriksaan paj dilakukan untuk menguji
kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya atau untuk tujuan lain guna

menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Saat ini ketentuan terkait pemeriksaan pajak diatur melalui Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 yang terakhir diubah melalui Pasal 105 Peraturan

Menteri Nomor 18/PMK.03/2021 (selanjutnya disebut “PMK 184/2015%).
2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak mempunyai dua tujuan, yaitu untuk membuktikan kepatuhan
terhadap kewajiban perpajakan mn tujuan lainnya. Ruang lingkup pemeriksaan pajak
ditentukan oleh tujuan akuntansi. Ruang lingkup pemeriksaan untuk membuktikan kepatuhan
terhadap kewajiban perpajakan dapat mencakup satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak
(pajak tunggal atau seluruh pajak), baik untuk satau lebih masa pajak, bagian tahun pajak,
atau tahun pajak sebelumnya. . Pada tahun ini, ruang lingkup pemeriksaan untuk tuju in
dapat mencakup pengambilan keputusan, penyesuaian, dan pengumpulan sumber daya yang
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

3. Kiriteria Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan
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Merujuk Pasal 4 Pmi ayat (1) PMK 184/2015, pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mninta pengembalian jumlah maksimum pajak yang telah dibayar
sesuai dengan Pasal 17b UU KUP.

2. Ada pula data yang berarti pajak yang terutang tidak seharusnya dibayar atau pajak
yang seharusnya dibayar lebih sedikit.

3. Wajib Pajak menyampamn SPT jumlah pembayarannya, kecuali dalam hal diminta
pengembalian sejumlah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Wajib Pajak yang pertama kali menerima pengembalian kelebihan pajaknya.

5. Wajib Pajak menyampaikan SPT kerugiannya.

6. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, likuidasi

7Py atau pemisahan di Indonesia.

7. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau cara akuntansi, karena adanya
revaluasi aktiva tetap.

8. Wajib Pajak boleh atau tidak menyampaikan SPT, namun dapat melebihi waktu yang
ditentukan dalam surat peringatan yang dipilih untuk ditinjau berdasarkan analisis
risiko. 22

9. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang dipilih berdasarkan analisis risiko untuk
diperiksa. Atau

10. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melakukan pengangkutan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang
pajak masukannya telah dikembalikan atau pajaknya telah dibayar masuk pada debitur

Pasal 9. Ayat (e) UU Pajak Pertambahan Nilai.
Pemeriksaan dapat mencakup semua jenis pajak selama musim pajak, tahun pajak,

tahun sebelumnya, atau tahun berjalan. Inspeksi dilakukan sebagai inspeksi lapangan atau
inspeksi administratif..

4. Kriteria Pemeriksaan Tujuan Lain
Selain pengujian kepatuhan, inspeksi dapat dilakukan untuk tujuan lain. Pemeriksaan

untuk tujuan lain dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang menyangkut penentuan, penyesuaian, atau pengumpulan informasi yang
berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pada bab keenam pasal 70 PMK 17/PMK.03/2013 dan PMK 184/PMK.03/2015

disebutkan dapat dikaji topik lain dalam kerangka berikut:
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan selain yang dilakukan

berdasarkan verifikasi; penghapusan NPWP selain yang dilakukan berdasarkan verifikasi;

1. Konfirmasi atau pembatalan konfirmasi PKP selain konfirmasi konfirmasi.

2. Wajib Pajak berkeberatan.

3. Mengumpulkan sumber daya untuk menyiapkan metode penghitungan keuntungan.
4. Adaptasi alat data dan komunikasi.
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Penetapan Wajib Pajak di daerah terpencil;

Menetapkan satu atau lebih daerah yang terutang PPN.
Pemeriksaan pemungutan pajak.
Menetapkan waktu mulai dikeluarkannya atau perpanjangan jangka waktu
pembayaran yang berkaitan dengan keluarnya pembayaran pajak. dan
9. Meminta informasi kepada negara mitra dalam perjanjian untuk menghindari

penambahan pajak.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan
dan pemeriksaan kantor.
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5. Jenis Pemeriksaan Pajak: Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan
Ada dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan admif¥§trasi dan pemeriksaan

lapangan. Pemeriksaan administrasi merupakan pemeriksaan pajak yang dilakukan di kantor
aJP. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan pajak yang dilakukan di tempat kediaman
atau tempat tinggal Wajib Pajak, di tempat usaha Wajib Pajak, atau di tempat lain yang
dianggap perlu oleh Wajib Pajak.

Inspeksi administratif dan inspeksi lapangan dapat dilakukan untuk memeriksa
kepatuhan dan inspeksi untuk tujuan lain. Untuk evaluasi kepatuhan, jenis rekening
ditentukan oleh tujuan atau kriteria perpajakan sesuai Pasal 5 PMK 184/2015. Misalnya,
tinjauan data konkrit dilakukan melalui inspeksi kantor, sedangkan tinjauan analisis risiko
dilakukan melalui inspeksi lapangan. Untuk penyaringan untuk tujuan lain, tidak ada
persyaratan khusus untuk kriteria penyaringan departemen/bidang.

6. Jangka Waktu Pemeriksaan
1

Pemeriksaan terhadap departemen yang berkepentingan dengan pemeriksaan tuk
menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4
bulan, dihitung sejak tanggal kedatangan Wajib Pag( sampai dengan pemanggilan
pemeriksaan kantor ke kantor. tanggal pengumuman hasil pemeriksaan. Surat (SPHP)
dikirimkan kepada Wajib Pajak. Jangka waktu ini dapat diperpanjang hingga 2 bulan, kecuali
pemeriksaan administratif untuk memeriksa informasi lain berdasarkan sifat data yang
dipilih..

Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memverifikasi kepatuhan dalam jangka waktu
paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan
kepada Wajib Pajak sampai dengan tanggal penerbitan SPHP kepada Wajibak. Dapat
juga diperpanjang untuk jangka waktu 2 bulan sebagai perpanjangan dari jangka waktu
pemeriksaan kantor di atas.

Untuk pemeriksaan un keperluan lain yang bersifat pemeriksaan kantor, jangka
waktu mleriksaannya adalah 14 hari. Waktunya dihitung sejak tanggal Wajib Pajak m
kantor untuk melakukan pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Jika
jangka waktu pemeriksaan tersebut di atas berakhir, maka pemeriksaan harus dilanjutkan..
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Jangka w@ inspeksi untuk proyek lain untuk jenis pengendalian ini adalah 4 bulan.
Jangka waktu ini dihitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan dikirimkan kepada
Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP.

3.1.5 Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
melakukan kewajiban perpajakannya
1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran perpajakan tidak sama dengan kepatuhan dan kecerobohan. Semakin
banyak masyarakat yang bergerak maju, pemerintah semakin maju, masyarakat semakin
sadar akan pajak, namun di sisi lain masyarakat semakin menentang, namun tidak menentang
keberadaan pajak sebagai alat seperti dulu. Namun ia mengkritik unsur politik di bidang
perpajakan, yakni retribusi dan perluasan program.

Tidak akan pernah ada suatu keadaan dimana semua orang sadar untuk membayar
pajak ., pasti akan tetap ada sebagian kecilaang tidak mau membayar pajak , begitu pula di
suatu negara manapun , di setiap waktu , semua rakyatnya memiliki kesadaran yang tinggi
untuk tertib berlalu lintas , pasti akan tetap ada saja yang selalu melanggar atau melawan
hukum . Atas pelanggaran ini , sanksi pasti akan dijatuhkan sebagai hukuman . Namun,
secara normatif tidak etis untuk menggeneralisasi bahwa orang membayar pajak terutama
untuk menghindari sanksi atau hukuman. Sama tidak etisnya jika berasumsi bahwa setiap
orang yang tertib lalu lintas hanya takut pada polisi . Oleh karena itu pen?s ingin meneliti
tentang faktor - faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak di Kota Surabaya , karena
Surabaya merupakan salah satu kota dengau perekonomian yang maju di Indonesia, namun
apakah kesadaran pajak juga meningkat seiring dengan majunya perckonomian di Kota
Surabaya . Tanda-tanda kesadaran ditunjukkan sebagai berikut:.

1. Mengetahui fungsi pajak
2. Kesadaran membayar pajak

2. Faktor Petugas Pajak perpajakan

Ahmad Fawad Rahmani, Direktur Jenderal Pajak Tanah Air mengatakan, Petugas
Pajak merupakan kelompok yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang
perpajakan. Petugfa pajak pada umumnya ramah, suka membantu, mudah diajak
berkomunikasi, dan jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya motivasi
wajib pajak adalah karakter petugas pajak, menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku harus jujur, bertanggung jawab, berpengetahuan, dan obyektif, sombong/acuh tak
acuh. rupanya, kita harus menghindari melakukan hal-hal buruk..

Dari sekian banyak penelitian diatas menghasilkan hasil penelitian yags berbeda-
beda, seperti penelitian Novitasari (2007) yang menemukan bahwa karakteristik fiskus tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan WP, sebagaimana dikemukakan oleh penelitian Jatmiko
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(200@ bahwa karakteristik fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. berdampak
pada kepatuhan WP. Indikator sikap fiskus ditunjukkan sebagai berikut:

1. Sikap
2. Profesionalisme

3. Faktor Hukum

Secara teori, untuk mengeaaangkan sikap positif terhadap sesuatu, seseorang harus
memulainya dengan memperoleh pengetahuan tentang hal tersebut. Di negara berkembang
dimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak tinggi, kegiatan komunikasi
perpajakan terfokus pada media massa, surat kabar, pamﬂet,aomunikasi telepon dan
informasi lainnya. Setiap informasi perpajakan yang diberikan harus menghindari jargon
perpajakan dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. Kurangnya kesadaran
masyarakat terhadap undang-undang perpajakan, serta seringnya terjadi perubahan undang-
undang perpajakan, telah menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak. Tujuan dari pekerjaan
ini adalaiumtuk meningkatkan kompleksitas peraturan perpajakan guna meningkatkan
kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap permasalahan perpajakan. Namun, prosedur
operasional otoritas pajak seringkali dikritik oleh masyarakat, dan otoritas pajak telah berbuat
terlalu banyak untuk mengubahnya.

Indikator Hukum Pajak ditunjukan dengan:

1. Adil

2. Equality
3. Daya pikul
4. Peraturan
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BABIV

6]
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat di

tarik kesimpulan bahwa :

L.

NED

e 0

Analisis Pengaruh Motivasi dan Sosialisasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Pada PT. Arken Ehowu Putra Motor berpangkal
kesudahan konferensi menjelang sudut auditorium bahwa alasan dan sosialisasi ini
berkecukupan terhadap kesopanan musti tambangan spesies diktum dan intinya musti
tambangan pandangan mengenai ketentuan perpajakan dan menangkap kewajibannya
seumpama musti tambangan.

Motivasi dan Sosialisasi kira Wajib Pajak Orang Pribadi sangat penting akan tetapi
Wajib Pajak juga terdapat keinsafan berpangkal bagian dalam jisim awak akan
kewajibannya, berpangkal itu musti tambangan tidak kontak kesiangan bagian dalam
menunaikan kewajibannya seumpama musti tambangan.

Motivasi dan sosialisasi berkecukupan terhadap kesopanan musti tambangan akan
tetapi tidak terlalu berkecukupan karena semata-mata mengamalkan sosialisasi di
bekas pelajaran sebagai perguruan dan kampus. Tapi musti tambangan tau akan
pentingnya menunaikan tambangan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka saran

yang dapat dikemukakan penulis terhadap pihak terkait yaitu:

L.

2.

Wajib Pajak diimbau untuk lebih menyadari kewajiban perpajakannya dalam
menghitung, menyusun, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak
seharusnya menghindari melakukan hal-hal yang merugikan pemerintah melalui
penghindaran pajak, pemerasan dan perpajakan, namun harus berkontribusi terhadap

bangunan negara.

g;i peneliti lain, peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dalam
penelitian ini, untuk penelitian yang dilakukan hanya sedikit sumber yang ada di
Provinsi Sumatera Utara, dan infmmsi mengenai biaya pajak. Hanya fokus pada
kemitraan dan insentif perpajakan.Oleh karena itu diperlukan kajian yag lebih
mendalam, karena hasilnya mungkin berbeda jika dilakukan di departemen lain. Agar
penelitian lebih jelas, perlu dijelaskan juga faktor-faktor lain selain sosialisasi dan
motivasi untuk melihat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kewajiban
perpajakan.

Kantor Pelgyanan Pajak Gunungsitoli agar meningkatkan transparansi kebijakan
perpajakan kepada wajib pajak. Pengaduan melalui media cetak dan elektronik akan
menjangkau wajib pajak baru dan aktif serta terus mendorong wajib pajak lama untuk
patuh membayar pajak.
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LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA
. Apakah PT. Arken Ehowu Putra Motor selama ini sudah melakukan kewajiban

perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan?

. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi PT. Arken Ehowu Putra Motor dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya?

. Apakah penerapan PMK No 136 tahun 2023 sudah dilaksanakan oleh PT. Arken
Ehowu Putra Motor sepenuhnya?

. Apakah selama ini PT arken ehowu putra motor pernah dilakukan pemeriksaan oleh
mltor pelayan pajak terkait temuan kasus perpajakan?

. Faktor apa saja yang yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan
kewajiban perpajakannya?
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